
PEIiIERITTATI KABUPATEN PESISIR SELI\?AIT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (O756) 21602

PER"'ANJIAN PEMBERIAN DANA AIOKASI KHUSUS (DAK} FISIK
RE(GULTR

ANGGAL

| 72 I N I grtrKL/IlAr(-SD/DIXBTTD-pS/ 2g2O

: 17 April 2O2O

: PEMBAI{GIrLArY/REITABILITASI GEDI lYG DAII PEITGAI,AAII
sARAt{A PRASARAT{A STKOLAII DASAR {DAK REGULER.2O2OI

.T^AIT

: Pembanguaan Petpustataan SDt 13 SIIIIGAI PtrtAItG

: KEICAilAIIAN KOTO XI TARUSAIT

YA PEKER.TAAII : Rp 162.000.000,00

z t2o ( stnATUs DUA plrLt H l HARr KALENDTR'

PELAKSAITA SWAKELOLII :

KEPALA SEKOLAH

TAHUN AITGGARAN
2020



PEMERIT{TAH I{ABUPATEN PESISIR SELI\TAN

DITSAS PEIYDIDII(AN DAN KEBUDAYAAN
Jl. H. Agus Salim - Painan Telp. (O756121602

PER.TAHJIAN PEMBERTAN DANA AI,OI(ASI KHUSUS (DAKI FISIK
RTGULAR

BIDN{G PENDIDIKAN SUB BIDAI{G
PEIYDIDIKAIT STKOLI\H DASAR
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PEI(TR.IAAT{ :

Pembanguaan Perpustakaaa SDIY 13 SIINGAI PIIYANG
AITTARA

KUASA PIITGGUITA ANGGARAIT
DEIIGAIT

IIEPALA SEKOLAII I'PT SDil 13 ST'T{GAI PIITAITG

Nonor : 72 llrl I SII{KLIDAI(-SD/DII{BUD-PS I 2O2O

Taaggal : 17 April 2O2O

Pada harl tnt Junt'at tan1ggol nduh Belas hilan Apt{'lta,futn Xhta Rlbtt, Dua h&tfu Kafid gang
bertonda tangon dt boz,loch lnt :

: YEIIDRTZAL, S. Si
Kuasa Peagguaa Anggaran Keglatan PembaagunanlRehabilitaei Cledung dan

; Petgadaaa Sarana dan Prasaraaa $ekolah Daset (DAII Regulerl
Tahun Anggaran 20IlO

Alamat : Jl. H. Agus Satim - Painan

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA.

: SYAS'RIZAL, S.Pd.SD

: KEPALA SEKOLAH SDII 13 SIIIYGAI PIMITG
: Koto XI Tarusaa

1. Nama

Jabatan

2. Nama

Jabatan
Alamat

Dalam hal yang diuraikan di bawah ini, dalam kedudukannya selaku Kepala Sekolah UPT SDN 13
SUNGAI PINANG berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor :827/069/BKPSDM-2018
tertanggal 27 Februari 2018, dan karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili UPT SDN 13
SUNGAI PINANG Kecamatan Koto XI Tarusan
Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang untuk selanjutnya kedua-duanya secara bersama disebut
PARA PIHAK, terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari sepenuhnya hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 antara lain mengamanatkan:
1.. Pasal 11 ayat (1): Pemerintah dan pemerintah daera-h wajib memberikan layanan dal

kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga
negara tanpa diskriminasi;

Surat Peq'anjian Kerja



Nomor : 72/N/SWKL/DAK-SD/DIKBUD-PSI2O2O

fanggsl : 17Apri12O2O

Pekerjaan : PembangunartPeryustaka$LSDMS SUNGAIP//|IANG
Keamatant Roto XI Tdn)sdlr

2. Pasal 46 ayat (1): Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat; dan

3. Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan
anggaran pendidikan sebagaimspa diatur dalam Pasal31 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Iflrusus Tahun
Anggaran 2020 Nomor 88 Tahun 2019 tanggal2T Desember 2019;

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggiaran 2O2O;

d. bahwa, untuk peninglatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) 1.0 1. 1.0 1 .O 1.O 1.0 1. 1 6.8 1 Tanggal 23 Maret 2O2O kegiatan
Pembangunan Rehabilitasi Gedung dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (DAK
Reguler 2A2Ol.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta untuk mengatur langkah-1ang!<ah pelaksanaan kegiatan
dengan sebaik-baiknya, PARA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri dalam PERJANJIAN
PEMBERTAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUB BIDANG PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR TAHUN ANGGARAN 2020 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

ksel 1

ilatsud daa TuJuan

Perjanjian antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA sebagai bagian dari pelaksana€rn program DAK
Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan
untuk mendanai pekerjaan Pembangunan Perpustakaan pada UPI SDN 13 SUNGAI PINANG Kecamatan
Koto XI Tarusan dengan tujuan untuk pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional
pendidikan.

Pasal 2

Linglup PokerJaan

Perjanjian ini meling!<upi pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan
Sekolah DasarTahun 2O2Oyang digunakan untukpekerjaan Pembangunan Perpustakaan SDN 13
SUNGAI PINANG Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Peisir Selatan.

Surat Perjanjian Kerja



Nomor : 72/N/SWKL/DAK-SD/DIKBUDPS/2O2O

fanggsl : l7April2o2o
PeXerjaan : Pembangunan Peryrustakaan SDIr I3 SLnTGAIPffAM

Keqtnfran Koto r<I Tarusaft

Pasal 3

Ja.Eka Waktu PekerJaaa

1' .langka walrtu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 adalah 120 (Seratus Dua Puluh
) Hari Kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang
Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2O2O di rekening PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling
lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Bidang Pendidikan Sekolah DasarTahun Anggaran 2O2O dt rekening
PIHAK KEDUA.

Pasal 4
Prinslp - Hasip PekerJaaa

Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
Tahun Anggaran 2020 meliputi:

a. pelaksanaan kegiatan secara swakelola dilakukan oleh F2S;
b. penerapan asas efektivitas, elisiensi, transparansi dan akuntabilitas;
c.

pengutamaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan pembangunan/rehabilitasi; dan

d. optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yalg dihasilkan.

ksal S

ftrgas daa KewaJlban Para Pihak
1. PIHAK PERTAMA

a. Menyediakan anggaran/dana biaya umum untuk kegiatan Perencanaan, sosialisasi, seleksi,
pendataan, pengawasan dan biaya operasional lainnya, sesuai dengan kebutuhan;

b. Menyalurkan dana dengan segera satuan pendidikan penerima DAK Bidang Pendidikan Sub
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir
Selatan dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3.

c. Memberikan bimbingan tekrris dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan peiaksanaan DAK
Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar ; dan

d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta men5rusun pelaporan kegiatan DAK Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar

2. PIHAK KEDUA
a. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Bidang

Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar di tingkat Satuan Pendidikan;
b. Membentuk panitia pelaksana program DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah

Dasar di tingkat Satuan Pendidikan (P2S);

c. Melaporkan keadaan keuangan dan penggunaannya secara periodikkepadaPlHAK
PERTAMA; dan

d. Mencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar kepada PIHAK PER'TAMA.

Surat Perja4iian Kerja



Nomor : 72/NISWKL/DAK-SD/DIKBIID-PS/2O2O

fanggal : 17 April 2O2O

Pekerjaan : PemhanganonPeryustalcaanSDN 13 SUNGAIP/J|{ANG
Kecanatan Koto ){I Tanson

Pesal 6

J'nlat Daaa Baatuaa

1' DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2O2O yang
diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 162.O00.000,00 ( Seratus enam
puluh dua juta Rupiah)

2. Dana sebogaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagtrimana
dimaksud dalam Pasal2.

Pasal 7

Pen5ralurau DAK

Pengaturan penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun
Anggaran 2O2A. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l) sebagai berikut:

Nama Rekening : DAI( UPT SDII 13 SUIYGAI PIIIAIIG

Nomor Rekening : O4A2 Orll0 06351 6

NamaBank : GAPTM TARUSAII

1. Penyaluran dilakukan dengan Transfer ke rekening PIHAK KEDUA penuh tanpa potongan apapun:

a. Tahap I :25o/o (Dua puluh lima perseratus) sebesar Rp.4O.5O0.OOO,00 ( Empat puluh juta lima
ratus ribu rupiah)

b. Tahap Il : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) sebesar Rp.72.900.000,00 ( Tujuh puluh dua juta
sembilan ratus ribu rupiah)

c. Tahap III : 3O% (Tiga puluh perseratus) sebesar Rp.a8.6O0.OOO,0O ( Empat puluh delapan juta
enam ratus ribu rupiah)

2. Penyaluran tahap pertama sebesar sslagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setelah
Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak beserta kelengkapan dokumen lainnya diterima
dan disetujui PIHAK PERTAMA dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan
sebagaimana dimaksud pada Pasal3.

3. Kewajiban pajak atas penggunaan DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar
diselesaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Peqianjian Kerja



Nomor : 72/N/SWKL/DAK-SD/DIKB{.ID-PS/202O

Tanggal : 17April2A2O
Pelcerjaan : PemhangwwnPerptstakaansD.lYrSSUIYGAIPIMffG

Kecomatan Koto )il Tant-san

Pasal S

Pelaksaaaan PekerJaaa

Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan Unsur Sekolah, Komite
Sekolah untuk pendidikan formal, dan masyarakat mulai perencanaan hingga penyelesaian
pekerjaan sebagai bagran integral Marrajemen Berbasis Sekolah;

b. PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2A2O irrt harus sesuai dengan
Petunjuk Telmis dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan Sub Bidang Pendidikan
Sekolah Dasar, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

c. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal3, diwajibkan
men)rusun rencana kegiatan dan membuat daftar kebutuharr yang diperlukan beserta
spesifikasinya, jumlah dan perkiraan harga yang menjadi bagian/lampAan yang tidak terpisahkan
dari perjanjian ini dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis DAK Fisik dan petunjuk operasional
Bidang Pendidikan;

d. PIHAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan dalam Buku
Kas serta pelaporan keuangrn dan hasil kerja sesuai dengan petuqiuk operasional, baik kemajuan
maupun hambatan dalam pelaksanaan tugas dan disampaikan kepada Dinas Pendidikan
Provinsi/ Kabupaten / Kota;

e. PIHAK KEDUA wqjib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Sub
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun 2O2A;

f. PIHAK KEDUA berkew4jiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak- pAjakyang terkait serta
menyimpan bukti-bukti setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

g. PIHAK KEDUA berkewajiban melaksanakan serah terima hasil pekerjaan kepada Bupati Pesisir
Selatan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan
dalam Berita Acara Serah ?erima yang dilampiri dengan Daftar Hasil Pekerjaan DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2A2O; dan

h. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Tahun Anggaran 2A2O yangditerimanya dari
PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

Pemerltsaaa PekerJaan

PIHAK PERTAMA.lapat menunjuk tim atau aparat yang berkompeten dengan program DAK Fisik Bidang
Pendidikan Sub Bidang Pendidikan Sekolah Dasar untuk melakukan pemeriksaan dan berhak menerima
atau menolak setiap hasil pekerjtran yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjaqiian dan Petuqluk
Teknis DAK Fisik serta Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan.

Surat Perjanjian Kerja



Nomar : 72/N/SWKL/DAK-SD/DIKBIIDPS/2O2O

fanggol : 17April2O2O
Pelerjaon : PenbangananPeryustakaansDMS SIINGAIPINANG

Kecamatan Kob XI Ta ru,san

Pasal lO

Keadaan }lematsa
1. Apabila terjadi keadaan memaksa/kahar fForce Majeure)yang secara langsung mempengzrruhi

pelaksanaan perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA harus melapor kepada PIHAK PERTAMA paling
lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tedadinya keadaan
memaksa/kahar (Force Majeure) yang didukung dengan bukti-bukti tertulis yang dikeluarkan dari
pihak berwenang.

2. Keadaan memaksalkahar (forc6 mqieure) adalah suatu keadaanyang terjadi di luar kema:npuan
manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana atau tidak
dapat dilaksanakan sebagaimilu mestinya.

3. Yang termasuk kategori keadaan kahar adalah pqperangan, kerusuhan, revolusi, bencana
alam, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi
yang berwenang.

Pasel 11

Sisa llana
1. Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan

ternyata terdapat kelebihan/sisa dana, maka sisa dana tersebut dapat digunakan untuk
menambah volume atau sasaran yang diadakan dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

2. Jika sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk penambahan volume
atau sasaran yang diadakan, sisa dana tersebut harus disetorkan kembali ke Kas Daerah

Pasal 12

Pertanggunglarabaa

PIHAK KEDUA harus melaporkan dan mernpertanggungiawabkan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun
Anggaran 2O2Ayangditerimanya kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kalender mulai terhitung saat selesainya pelaksanaan pekerjaan, dilampiri antara lain:

L. Berita Acara Serah Terima;

2. Bukti pertanggungiawaban keuangan;

3. Bukti telaeis pekerjaan.

Pasal 13

Panduaa Pelatsanaan
Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Perjanjian ini terdapat dalam Petunjuk Teknis DAK Fisik berikut
Petunjuk Operasional DAK Fisik Bidang Pendidikan yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan
dan menjadi satu kesatuan dengan Peljanjian ini.

Surat Perjanjian Kerja 6



Nomor

fanggsl
Pek*jaan

: 72/ N/ SWKL/ DAK-SD/ DIKBUD-PS/ 2O2O

: L7 ,4pril2O2O

: Pembangunan PerptstalcaanrsDly 13 StlI{GN PJJI{ANG

Keqnfran. Koto ){I Tarusan

Pasal 14

Saakst
PARA PIHAKyang tidak memenuhi pedadian ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.

Pasal 15

Perayataan dan Jaminan Para Pihak
PARA PIHAK menyatakan dan menjamin satu dan lainnya bahwa Perjanjian ini dan instrumen serta
dokumen lain yang disyaratkan dan telah diserahkan PARA PIHAK kepada PARA PIHAK yang
menerimanya akan merupakan suatu kewajiban hukum yang sah dan mengikat PARA PIHAK untuk
melaksanakannya.

Pasal 16

Peautup
1. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua)yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK

KEDUA serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama.

2. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya surat perjanjian ini.

Painan, tanggal tersebut di atas

PIIIAK XEDUA,

Dlketahui Oleh,

Kepala Diaas Pendiditan dan Kebudayaan

sIrrIEIrDRI. S Pd: M. Si
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